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REPUBLIK INDONESIA 
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TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH  

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 449 huruf a 

sampai dengan huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengintegrasikan 

persetujuan teknis dan/atau surat kelayakan operasional 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam 

Persetujuan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara 

dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
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Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6634);  

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 209); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan 

Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lain. 

2. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau 

Kegiatan yang mengandung B3. 

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 
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pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 

5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona 

Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap 

Lingkungan Hidup. 

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk 

digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta 

termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan 

pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam 

bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat 

pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan 

Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah 

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 

Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha 

dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan 

yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

10. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena 

Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 

11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang 
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melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum 

dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan 

Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. 

12. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3. 

13. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. 

14. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3. 

15. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3. 

16. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan 

Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 

dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang 

dihasilkannya. 

17. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan 

mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 

sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, 

Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. 

18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan 

kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang 

bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk 

yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, 

bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi 

kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi 

dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat 

racun. 

20. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan 

Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud 

tidak membahayakan kesehatan manusia dan 

lingkungan hidup. 

21. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya 

disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk 

memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah. 

22. Uji Toksikologi Lethal Concentration-50 yang selanjutnya 
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disebut Uji Toksikologi LC50 adalah uji untuk mengukur 

konsentrasi Limbah yang menyebabkan kematian pada 

50% (lima puluh persen) hewan uji. 

23. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut 

Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur 

hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan 

kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh 

persen) respon kematian pada populasi hewan uji. 

24. Produk Samping adalah produk sekunder yang 

dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi 

dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat 

pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses 

lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar 

produk. 

25. Kontrol Mutu adalah suatu proses untuk mendeteksi 

terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak 

sesuai dengan standar, dengan menggunakan indikator 

kualitas yang jelas dan pasti. 

26. Jaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar mutu pengelolaan secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

27. Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

selanjutnya disebut Tim Ahli adalah para ahli yang 

ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi 

permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan 

Limbah B3, penetapan Limbah sebagai Limbah B3, dan 

penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping. 

28. Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau 

mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan 

penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau 

pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi 

lingkungan hidup dan kesehatan manusia.  

29. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang 

selanjutnya disebut Festronik adalah dokumen 

elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan 

informasi mengenai Limbah B3.  

30. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang 
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